


9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasjbadan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

LEBIH PERHITUNGANANGGARANPADA BADAN LAYANAN
UMUMDAERAHPUSATKESEHATANMASYARAKAT.

PENGELOLAANSISAMenetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 03);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);



5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.

6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organisasi yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala
Puskesmas atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan /jasa untuk keperluan operasional BLUD.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan angaran perangkat daerah
yang menerapkan sistem BLUD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah
sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

15. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD
dengan belanja BLUD.

16. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau
utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja
BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program.

19. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
20. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
21. Kas BLUDadalah tempat penyimpanan uang BLUDyang ditentukan oleh

Bupati untuk menampung se 1uruh penerimaan BLUD dan membayar
seluruh pengeluaran BLUD.



BLUDPuskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan
anggaran BLUDpada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan
APBD.

Pasa16

BLUDPuskesmas dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

PasalS

Pemerintah Daerah memberikan fleksibilitas kepada BLUD Puskesmas dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal4

BABIII
PENGELOLAANSISALEBIHPERHITUNGANANGGARANBLUD

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blud;
b. silpa BLUD;
c. prosedur penggunaan silpa blud;
d. defisit anggaran; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal3

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas untuk meningkatkan
mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menghindari kesalahan
dalam pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas
pada Pusat Kesehatan Masyarakat baik dari proses administrasi sampai
proses pelaporannya.

Pasal2

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

BABII
MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP



(1)Nilai SiLPABLVDyang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
(2)Laporan SiLPABLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

Pasal10

BABV
PROSEDVRPENGGVNAANSiLPABLVD

masyarakat.

yang apabila ditunda akan
besar bagi pemerintah daerah dan

(1)Pemanfaatan SiLPABLVDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(2)Pemanfaatan SiLPABLVDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat
dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(3)Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup :
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya
menimbulkan kerugian yang lebih

Pasal9

(1)SiLPA BLVD merupakan selisih lebih an tara realisasi penenmaan dan
pengeluaran BLVDselama 1 (satu) tahun anggaran.

(2)SiLPABLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.

(3)SiLPABLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas dan rencana pengeluaran BLVD.

(4)Pemanfaatan SiLPABLVDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas.

Pasal8

BABIV
SiLPABLVD

Mekanisme pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD Puskesmas
merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat
Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLVD.

Pasal 7



(1)Bupati melalui PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala
sesuai kebutuhan.

(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai
program dan kegiatan BLVD

(3)Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

Pasal12

BABVII
PEMANTAVANDANEVALVASI

(1)Defisit anggaran BLVD merupakan selisih kurang antara pendapatan
dengan belanja BLVD.

(2)Dalam hal anggaran BLVD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan
untuk menutupi defisit terse but antara lain dapat bersumber dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Pasal 11

BABVI
DEFISITANGGARAN

(3)Keadaan yang menyebabkan SiLPABLVD Puskesmas tahun sebelumnya
digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban BLVDyang belum tersedia anggarannya;
c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
e. belanja pegawai;
f. belanja barang dan jasa; dan
g. belanja modal.

(4)Nilai SiLPABLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam
perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

(5)Dalam hal BLVD ingin menggunakan SiLPA sebelum perubahan APBD
disebabkan adanya alas an mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) dan ayat (3),maka Pemimpin BLVDharus terlebih mendapatkan
izin dari Bupati.

(6)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan setalah
mempertimbangkan permohonan izin dari Pemimpin BLVD yang
disampaikan melalui PPKD.

(7)Permohonan izin dari Pemimpin BLVD kepada Bupati yang disampaikan
melalui PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya
harus memuat alasan dan rincian rencana penggunaan SiLPA,dan disertai
dengan pertimbangan Dewan Pengawas.



BERITADAERAHKABUPATENHULU SUNGAITENGAHTAHUN 2025
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Pasal13

BABVIII
KETENTUANPENUTUP



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

BUPATIHULU SUNGAITENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANBUPATIHULU SUNGAITENGAH
NOMOR 34- TAHUN2025

TENTANG
PENGELOLAANINVESTASIPADABADANLAYANANUMUMDAERAHPUSAT

KESEHATANMASYARAKAT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
101), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasjbadan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.

6. Dewan Pengawas BLVD,yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organisasi yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian intemal terhadap pengelolaan BLVD.

7. Pejabat Pengelola BLVD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola
adalah pimpinan BLVD yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLVD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan
Pejabat Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

8. Pemimpin BLVD, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah
direktur atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

9. Pejabat Keuangan BLVD, yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan
adalah Pejabat setingkat di bawah Pemimpin yang tugasnya meliputi
bidang Keuangan.

10. Pejabat Teknis BLVD, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah
Pejabat setingkat di bawah Pemimpin yang bidang tugasnya meliputi jasa
pelayanan yang menjadi kewenangan BLVD.

11. Pegawai BLVD, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)yang bekerja di BLVD serta pegawai lain yang
diangkat oleh Pimpinan BLVDbaik tetap maupun kontrak.

Pasal 1

BABI
KETENTUANVMVM

Menetapkan: PERATvRAN :BUPATITENTANGPENGELOLAANINVESTASI
PADABADANLAYANANVMVM DAERAHPVSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

MEMVTVSKAN :



Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Investasi;
b. mekanisme investasi jangka pendek;
c. pelaporan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

Pasal3

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi BLUD Puskesmas di lingkup Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan investasi kepada pihak lain.

(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan investasi bagi BLUD Puskesmas di lingkup Pemerintah
Daerah kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal2

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

BABII
MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang darr/jasa untuk keperluan operasional BLUD.

15. Rekening Kas BLUDadalah tempat penyimpanan uang BLUDpada bank
yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan angaran perangkat Daerah
yang menerapkan sistem BLUD.



(1) Pemimpin BLUD Puskesmas memilih Bank Umum yang menjadi mitra
BLVD melalui tim seleksi dalam penempatan Investasi Jangka Pendek
sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (3)huruf a.

Pasal 7

BABIV
MEKANISMEINVESTASIJANGKAPENDEK

(1) Penempatan Investasi Jangka Pendek BLUD Puskesmas sebagaimana
dimaksud dalam PasalS dilaksanakan berdasarkan perjanjian.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun setelah mendapat
persetujuan Pemimpin.

Pasal6

(1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan
memperhatikan rencana pengeluaran.

(3)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga)

sampai dengan 12 (dua belas) bulan danfatau yang dapat diperpanjang
secara otomatis; dan

b. Surat berharga negara jangka pendek.
(4)Karakteristik investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. Dapat segera diperjuaJbelikanj dicairkan:
b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah.

PasalS

(1)BLVD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLVD dengan tetap
memperhatikan rencana pengeluaran.

(2)Sebelum melakukan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemimpin harus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka
pendek.

Pasal4

BABIII
INVESTASI



(1)Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin
mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul
akibat dari Investasi.

(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Pemimpin kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal10

BABV
PELAPORAN

(1)Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3), merupakan Pendapatan BLUD dan dipergunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai wewenang dan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal9

(1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra BLUD dalam penempatan
Investasi Jangka Pendek, mengajukan permohonan kepada Pemimpin
BLUD, dengan menyampaikan dokumen penawaran Investasi Jangka
Pendek berikut besaran Bunga dan/ atau bagi hasil.

(2) Pejabat Keuangan dan tim seleksi melakukan proses seleksi mitra dari
dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra BLVD
dalam penempatan Investasi Jangka Pendek dengan mempertimbangkan
kondisi Kas BLUD.

(3) Hasil pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Pemimpin BLUDuntuk mendapat persetujuan.

(4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar untuk menentukan jumlah uang dan jangka waktu penempatan
Investasi Jangka Pendek pada Bank Umum.

(5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, Pemimpin menunjuk Bank
Umum yang menjadi mitra BLVD.

(6) Pemimpin BLUDdan pimpinan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud ayat (5) menindaklanjuti dengan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal8

(2) Bank Umum yang menjadi mitra BLUD harus terdaftar sebagai anggota
institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan
Bank Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal12

BABVI
KETENTUANPENUTUP

(1)Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan
bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) atas pengelolaan
Investasi.

(2)Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemimpin mengambil langkah-langkah
penyelesaian.

(3)Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2),
Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka
memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.

Pasal 11


